BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam meliputi dua ajaran pokok yaitu aqidah dan syariah.
Akidah merupakan aturan yang mengatur masalah-masalah yang harus
diyakini manusia. Aqidah meliputi iman kepada Allah, malaikat, Rasul,
kitab Allah, hari kiamat serta kepada gadha dan gadar. Syariah merupakan
aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal
perbuatan manusia yang meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu
sarana bagi manusia untuk melal/ganakan tugasnya sebagai khalifah di
muka bumi, sedangkan rguazﬁéléﬁi?merupakan hukum-hukum yang

anusia (Rozalinda, 2005:2).
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mengatur hubungan mangsia

Ruang lingkuiisigh agi_a@lhjadi dua bagian yaitu
muamalah madiyah @ ¢ dap; ang lingkup muamalah
madiyah ialah masa ijarah), gadai (al-rahn),

jaminan dan tanggung
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, pemindahan utang (al-

hiwalah), jatuh bang’(rut (tclzais , D&tasan bel;tjinod:ilf (al-hajru), perkonsian

Jual beli atau perdagangan dalam istilah figh disebut al-ba’i yang

(syirkah), dan persodlan mu

menurut etimologi artinya menjual atau mengganti. Secara terminologi
jual beli menurut Sayyid Sabiq yaitu pertukaran harta dengan harta atas
dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat
dibenarkan. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama
manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.
Rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Kedua dua belah pihak yang berakad (agidan)

2. Barang yang diakadkan (ma’qud alaih)

3. Sighat (ijab dan kabul) (Azzam, 2004:27).

Adapun syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:



1. Harus memiliki manfaat
2. Merupakan mal mutagawwim (benda yang diperbolehkan syari’at untuk
dimanfaatkan)
3. Benda yang diperjualbelikan itu ada serta jelas, sifat, ukuran dan jenisnya.
Tidak sah menjual benda yang belum berwujud seperti jual beli
buah-buahan yang belum jelas buahnya (putik), jual beli anak hewan yang
masih dikandung induknya, jual beli susu yang masih dalam susu induk

(belum diperas) sesuai dengan Hadits Nabi SAW:
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Artinya: [
“Dari Ishaq Bin Ab
berkata Rasulullah S
munabadzah dan mu:

ac@\nas bin Malik RA, dia
khadharah, mulasamah,

4. Dalam keadaan suci

5. Barang tersebut bena ang berakad (bukan milik
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6. Mengetahui status barang (MG

7. Mampu diserahkan oleh pelaku akad (Rozalinda, 2005:62).

Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang terdapat unsur gharar atau
secara bahasa yang mempunyai makna penipuan. Dalam konteks jual beli,
praktek gharar berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan
(Masdi’adi, 2002:133). Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar
haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik
penjual maupun pembeli. Samar-samar yang dimaksud ialah tidak jelas baik
barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun
ketidakjelasan lainnya.

Jual beli yang dilarang ini antara lain:



a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Seperti dalam Hadits
Nabi Muhammad SAW
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Artinya:

“Dari Ibnu Syihab, ia berkata “Seandainya seseorang menjual buah
sebelum terlihat matangnya, kemudian ditimpa bencana, maka apa yang
menimpanya itu ditanggung pemiliknya, Salim bin Abdullah mengabarkan
kepadaku dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah
kamu saling melakukan jual béli biiah sampai terlihat matangnya dan
jangan menjual buah denggnflguf A, R‘ Bukharl) (Bani, 2007:104).

b) Jual beli barang yaisg :I___I erti_jlg beli anak hewan yang

Jual beli mukhaé ' Line buahan yang masih hijau
(belum pantas dipané eh jug @il chadarah adalah menjual
rambutan yang masih TaPpca yang masih kecil-kecil. Hal ini
dilarang agama karUllaNa MHESQ r&-1ls£‘-a.1'£-samar atau tidak jelas
dalam artian mungkin saja E [?rﬁmjgtertlup angin kencang atau layu
sebelum diambil pembelinya (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2010:84).

Namun dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat yang melakukan
jual beli mukhadharah. Jual beli ini dilakukan pada jual beli buah alpokat
yang terjadi di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Aua Kuniang Kabupaten
Pasaman Barat yaitu masyarakat melakukan jual beli buah alpokat yang
masih berputik dengan harga yang ditaksir per batang tanaman alpokat. Di
Jorong Bukik Nilam jual beli ini dikenal dengan jual beli baborongl. Di
Jorong Bukik Nilam 80 % warga memiliki tanaman buah alpokat. Masing-

masing mereka akan menjual buah alpokat tersebut kepada toke (pembeli

ual beli yang dilakukan dengan membeli buah alpokat secara per pohon buah
alpokat mulai dari awal akad sampai dengan habisnya masa panen buah alpokat.



buah alpokat). Terdapat 3 orang toke pemborong buah alpokat di jorong
ini.

Masing-masing toke membeli buah alpokat dengan dua cara. Pertama,
mereka membeli buah alpokat secara perkg yang diantarkan para penjual ke
rumah atau gudang pembeli buah alpokat atau dibeli di kebun pemilik
alpokat. Kedua, mereka membeli buah alpokat dengan cara membeli buah
alpokat ke lahan (ke kebun buah alpokat) dengan cara borongan perpohon
alpokat. Buah alpokat akan dikirim ke luar daerah untuk dijual lagi oleh para
toke tersebut (Arman, Wawancara 2017).

Proses jual beli alpokat ini banyak dilakukan dengan sistem baborong.
Ketika buah alpokat sedang berputik maka akan datang pembeli yang disebut
toke?. Toke tersebut akan menaksu’ hafga buah alpokat satu batang dengan

.r"

kisaran harga 1 juta rupiah sampal r‘uglah satu batang apabila buahnya

ditaksir akan lebat. Alg i ahyqya ditaksir tidak lebat maka
harganya ditaksir leb = i - 0.000 sampai 500.000
perbatang. Pembayaran
Jadi, dalam jual beli alpo i yait aadlliokat yang masih berputik,
bukan buah segar yang siap di i ancara 2017).

Berdasarkan hasUle{MMng NJQé-pemlhk pohon alpokat,
Randi, bahwa ia mempunyai E&%N)ﬁat di kebunnya. Randi menjual
buah alpokatnya yang masih dalam keadaan berputik kepada pembeli.
Pembeli buah alpokat akan membayar sebanyak harga yang disepakati pada
waktu itu juga. Pembeli akan memanen buah alpokat tersebut jika buahnya
sudah besar nanti dan siap dipanen.

Harga buah alpokat satu batang apabila ditaksir akan berbuah lebat
adalah 1-2 juta rupiah. Sewaktu jual beli itu diadakan buah alpokat masih
belum terlalu banyak. Kemudian setelah buah alpokat itu sudah bisa dipanen,
ketika itu masih banyak buah alpokat yang berputik lagi dan berbuah lagi.

Buah alpokat akan bertambah buahnya sampai habisnya masa panen. Jadi,

2 Pembeli buah alpokat



buah tersebut diambil semuanya oleh pemborong sampai buah alpokat itu
habis dan tidak berbuah lagi (Sanjari, Wawancara 2017).

Menurut salah satu pembeli buah alpokat yang bernama Ujang bahwa ia
membeli buah alpokat Randi ketika buah masih dalam bentuk putik. Ujang
belum bisa memanen buah tersebut ketika akad dilakukan. Ujang akan
memanen buah tersebut ketika buah siap panen. Ketika dalam masa
borongan, Ujang berhak atas semua buah alpokat yang ada di batangnya
sampai tidak ada lagi buah alpokat yang tersisa. Kendala yang diderita Ujang
ialah banyaknya yang gugur karena hujan badai, ada juga karena dicuri oleh
orang pada malam hari. Kadang-kadang hasil buah alpokat hanya dapat
dalam jumlah sedikit dan kualitasnya ada yang bagus ada yang tidak. Ketika

pohon buah alpokat berhenti berbuah "maka pada saat tersebut berakhirlah

.r"

akad jual belinya. Selama dan m 'ad d}lakukan sampai buah alpokat

habis, maka pemilik bjg epftial ke toke lain (Ujang,
Wawancara 2017).

Praktek jual beli & di kebiasaan masyarakat
setempat yaitu sejak sed at menanam buah alpokat

mulai dari tahun 1995. JUz ak dilakukan oleh pemilik

buah alpokat yang mUlanlM-&MqMJ@lﬁ\t lebih dari 2 batang
, PADANG

(Amwardi, Wawancara 2017).

Jual beli baborong dilarang oleh hukum Islam dilakukan karena
merupakan jual beli mukhadharah yang mengandung unsur gharar yaitu
adanya ketidakjelasan objek barang baik itu kualitas maupun kuantitasnya
dan tidak terpenuhinya syarat dari jual beli itu sendiri yaitu dari segi objek.
Objek jual beli di sini belum bisa diambil (masih dalam bentuk putik). Jual
beli ini menetapkan harga berdasarkan penaksiran toke dengan penjual saja.
Jual beli baborong hanya menguntungkan sebelah pihak dan bisa merugikan
pihak lainnya.

Perilaku jual beli buah alpokat secara baborong di Jorong Bukik Nilam

ini bertentangan dengan hukum yang ada yaitu jual beli yang dilarang



dilakukan dalam agama Islam. Ketentuan dan aturan tentang jual beli buah
yang masih berputik ini telah ada aturan yang mengaturnya dalam hukum
[slam tetapi masyarakat setempat masih melakukan serta melanggar
ketentuan tersebut. Jadi, permasalahan ini penting untuk diteliti untuk
melihat bagaimana kesadaran hukum pemilik buah alpokat terhadap jual beli
baborong dilihat dari indikator perilaku hukum.

Perilaku hukum merupakan bagian dari indikator kesadaran hukum.
Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan apa yang seharusnya
dilakukan atau diperbuat atau apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan
atau diperbuat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang
terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak
timbul. Kesadaran hukum merupakén dasar bagi penegakan hukum.

Kesadaran hukum yang renda}f tinggL mempengaruhi pelaksanaan

hukum. Kesadaran lenjadi kendala dalam

Kesadaran hukum§gi mny dengan ketaatan hukum
atau efektivitas hukum. \les S h Bl yangkut masalah apakah
ketentuan hukum terteflitu benNggpe i atau tidak dalam
masyarakat. KesadarMIMﬂlMAM BQ{N‘:;'loll-engan nilai-nilai yang
tumbuh dan berkembang dagﬁg&mgsyarakat sehingga masyarakat
menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai
dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Jika suatu hukum tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi maka bisa
dicari sebab-sebab atau faktor yang menyebabkan hukum tersebut tidak
dipatuhi. Oleh karena itu, apabila warga masyarakat hanya mengetahui
adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih
rendah dari mereka yang tidak hanya mengetahui hukum tetapi juga
memahami hukum, bersikap dan berperilaku seperti yang dikehendaki

hukum (Ali, 2006:68).



Adapun kesadaran hukum masyarakat bisa dinilai dari 4 indikator.
Indikator-indikator dari kesadaran hukum masyarakat tersebut merupakan
petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Indikator
kesadaran hukum terdiri dari:

a. Pengetahuan hukum
Pengetahuan hukum yaitu seseorang mengetahui bahwa perilaku
tertentu telah diatur oleh hukum atau kesadaran terhadap kenyataan
bahwa jenis perilaku tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang
dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
b. Pemahaman hukum
Pemahaman hukum adalah ketika seorang warga masyarakat

mempunyai pengetahuan dan fpe_\mahaman mengenai aturan tertentu

-

terutama dari segi 1smyaca,1',at1 ran!g tersebut paham akan isi dari
peraturan tersebut.

c. Sikap hukum
Sikap hukum a2 ai kecendrungan untuk
mengadakan penilaidiillge ' @ M8hn adanya penghargaan

terhadap hukum sebagd J@roermanidat dan menguntungkan jika

hukum itu ditaati. UIN IMAM BONJOL
d. Perilaku hukum PADANG

Perilaku hukum adalah seseorang berperilaku sesuai dengan hukum
yang berlaku. Indikator ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran
hukum dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
Jadi, dengan ini bisa diketahui apakah suatu peraturan berlaku atau tidak
dalam masyarakat (Soekanto, 1981:229).

Berdasarkan dari 4 indikator kesadaran hukum di atas, dapat
disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum
terpenuhi, maka derajat ketaatan hukum akan tinggi sehingga masyarakat

akan taat pada aturan yang ada dan begitu juga sebaliknya.



Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, indikator perilaku
hukumlah yang paling utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat
dilihat apakah suatu peraturan tertentu berlaku efektif atau tidak dalam
masyarakat. Hal ini akan terlihat pada perilaku masyarakat akan
menunjukkan bahwa ia sadar atau tidaknya terhadap hukum. Dengan
demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat
dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat (Kantaatmadja, 1993:42).

Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan
hukum mengenai penilaian hukum yang dilakukan secara ilmiah. Kesadaran
hukum merupakan persepsi seseorang atau masyarakat terhadap hukum.
Yang ditekankan dalam hal kesadaran hukum ini adalah nilai-nilai yang

tumbuh dan berkembang di masyarak&t dan bukan kejadian-kejadian yang

i

konkret dalam masyarakqt,yah sangkutan Jadi, kesadaran hukum
menekankan tentan ! ang fungsi apa yang
hendaknya dijalankan al ini tidak terlepas dari

hukum yang ada di mas

Kesadaran hukum

Kesadaran hukum dﬁ]iﬁai)mﬁmahﬁﬁkzj&bi)_ebas sedangkan taraf

kesadaran merupakan VarlabPAmNG Selain itu, kesadaran hukum

dengan ketaatan hukum.

merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia
yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum. Namun
tidak sendirinya hukum tidak mendapat dukungan sosial. Hukum akan
mendapat dukungan sosial apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Untuk itu masalah kesadaran
hukum perlu dikaji secara mendalam dengan maksud untuk dapat

menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengannya.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum.
Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah suatu

ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam



masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum
dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis yaitu kesadaran hukum

yang tinggi menimbulkan ketaatan hukum dan begitu juga sebaliknya.

Kesadaran hukum masyarakat perlu untuk diteliti karena suatu
perbuatan tertentu sudah ada aturan dan hukumnya sementara dalam
pelaksanaannya masih banyak yang melanggar hukum tersebut. Selain itu
kesadaran hukum berguna untuk melihat bagaimana hukum tersebut
dipandang, dipahami serta dilaksanakan atau tidak oleh suatu masyarakat.
Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi terhadap hukum akan memberi
pengaruh besar terhadap keefektifan hukum itu sendiri. Hal itu karena
masyarakat yang telah sadar hukum ,akan mematuhi ketentuan hukum yang

ada sehingga pelaksanaan hukum men ad} efektlf

terhadap jual beli b ilam ini. Berdasarkan

ketentuan hukum Isla | beli ini dilarang karena
mengandung Kesamara bl Bl o dijualbelikan, baik itu

kualitas maupun kuantital tentang larangan jual beli

buah yang masih berptjlm “WA : éﬁﬂqjﬁi\_am hukum Islam tetapi

pada kenyataannya penulis npnlﬂﬁmsyarakat masih melakukan jual
beli ini.

Berdasarkan fakta di atas, penulis termotivasi dan berinisiatif untuk
mengadakan kajian lebih mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat
pemilik pohon alpokat terhadap jual beli baborong dilihat dari indikator
kesadaran hukum yaitu perilaku hukum. Penulis akan membahas lebih lanjut
dalam skripsi dengan judul “Perilaku hukum masyarakat pemilik pohon
alpokat terhadap jual beli baborong di Jorong Bukik Nilam Kenagarian

Lembah Binuang Aua Kuniang Pasaman Barat”.
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2. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap
jual beli baborong di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Lembah Binuang Aua

Kuniang Pasaman Barat?

3. Pertanyaan Penelitian
3.1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat pemilik pohon
alpokat melakukan jual beli baborong di Jorong Bukik Nilam
Kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang Pasaman Barat?

3.2. Bagaimana perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat

terhadap ]ual beli baborong d.l ]orong Bukik Nilam Kenagarian

.r"

pemilik pohonUlN(elM&MkEQMthorong.
4.2. Untuk mengetahui tE&ngu hukum masyarakat pemilik

pohon alpokat terhadap jual beli baborong.
4.3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk peningkatan
perilaku hukum masyarakat pemilik pohon alpokat terhadap jual

beli baborong.

5. Signifikansi Penelitian
5.1. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis dan
pembaca tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap

jual beli baborong karena jual beli seperti ini dilarang dalam Islam.
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5.2. Untuk menjadi pedoman bagi masyarakat luas Kkhususnya
masyarakat Jorong Bukik Nilam terhadap jual beli buah alpokat yang
masih berputik bahwa jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.

5.3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan masyarakat luas dalam
bermuamalah yang sesuai dengan syari’at Islam.

5.4. Sebagai bahan informasi dan masukan maupun pertimbangan dan
perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan

penelitian selanjutnya.

. Studi Literatur
Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang
membahas tentang jual beli ini dal»a?mbentuk karya ilmiah, yaitu:

6.1. Skr1p51 yang ditulis oleh As:"" ira" Dew,l Bp 309.289 dengan ]udul Jual

Kabupaten Pad R wosle?? ukum Islam. Skripsi ini
lebih menitikbé | ndlilfakad tentang penetapan
harga buah ke - dalam skripsi ini adalah

bagaimana tinjd erhadap

disamaratakallj I M)]FM“M dB]O NM-E\ktor apakah yang

menyebabkan jual befPR[DiBdNi@n? Kesimpulan dari skripsi ini

jual beli yang

yaitu bahwa jual beli yang disamaratakan objeknya menurut hukum
Islam adalah tidak sah dilakukan. Adapun faktor yang menyebabkan
jual beli ini dilakukan adalah faktor ekonomi, faktor kebiasaan,
faktor pengetahuan dan faktor pendidikan masyarakat.

6.2. Skripsi Aliya Yustif Raduan Dini Bp. 307.031 dengan judul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ubi Kayu di Kenagarian Situjuah
Batua Kab. 50 Koto. Skripsi ini membahas permasalahan jual beli ubi
kayu yang masih dalam tanah yang dijual petani secara borongan
dan dihitung berdasarkan luas kebun dengan menggunakan taksiran.
Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum

I[slam terhadap jual beli ubi kayu yang mengandung unsur jahalah



6.3.

6.4.

12

(ketidakjelasan) ini. Kesimpulannya adalah bahwa praktek jual beli ubi
kayu seperti ini menurut hukum Islam tidak sah dilakukan dan
termasuk jual beli fasid serta dilarang oleh agama Islam. Hal itu karena
tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu kejelasan barang
yang dijualbelikan.

Skripsi Sarkila Bp. 312.42 dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat
Dalam Praktek Jual Beli. Studi kasus Jorong Data Kecamatan Salimpaung
Kabupaten Tanah Datar. Skripsi ini membahas tentang jual beli dengan
menggunakan jimat pelaris supaya barang dagangan menjadi laris dan
ramai dikunjungi. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana
kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli menggunakan jimat
pelaris ini karena sudah men]adl keblasaan yang masih terus dilakukan

oleh masyarakat? Kes-lmpu d§rl_ skripsi ini adalah bahwa
adhlah rendah jika dilihat

kesadaran huku
dari indikator s hukum karena masih
melakukan jual be
Skripsi Lisa Pedra Pelaksanaan Jual Beli Ubi

Kayu dengan Siste l Gurun Kecamatan Sungai

Tarab Kabupaterl.l'wilﬂl MMIBQ MJlQLbahas tentang jual beli
ubi kayu yang dilakukafﬁg&u ﬁng mana pembeli membeli ubi

yang masih ada dalam tanah yang belum dibongkar satu bidang dengan
harga 1.000.000-2.000.000 rupiah per bidang. Skripsi ini lebih
menitikberatkan pada jual beli yang barangnya ada di dalam tanah dan
adanya rukun yang tidak terpenuhi dalam jual beli ini karena barang
tidak tampak dan masih tersembunyi dalam tanah. Rumusan masalah
dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan jual beli ubi
kayu dengan sistem perbidang, apa faktor penyebab masyarakat
melakukan jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang dan bagaimana
kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli kayu

dengan sistem perbidang tersebut. Kesimpulannya adalah pelaksanaan
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jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang dilakukan dengan beberapa
tahap yaitu tahap penawaran dan tahap pengambilan. Kesadaran
hukum masyarakat terhadap jual beli ubi kayu dengan sistem
perbidang masih rendah karena sikap dan perilaku masyarakat tidak
sesuai dengan hukum Islam. Faktor yang menyebabkan masyarakat
melakukan jual beli dengan sistem perbidang adalah karena faktor
ekonomi, faktor kemampuan dalam membongkar ubi, dan faktor
kebiasaan masyarakat setempat serta kurangnya pemahaman agama
masyarakat.

Skripsi Amrina Rosyada Bp. 311.037 dengan judul Pelaksanaan Jual Beli
Buah Mangga yang Masih di Pohon (Studi Kasus Nagari Tanjuang Lolo

Kec. Tanjuang Gadang Kab Sl]unjung) Skripsi ini membahas tentang

.r"

jual beli buah manggag yarf 'h bélum matang di pohon dengan

sistem borongan alfdalam skripsi ini adalah

bagaimana pelak Dbr apa saja yang menjadi
penyebab masyardif ukar cllini, apa keuntungan dan
kerugian yang dita dihak serta apa upaya yang
bisa dilakukan untuK"menguD%g®Tstem judl beli tersebut? Kesimpulan
dari skripsi ini LHN MﬁMnBOJMﬂJQL ini dilakukan dengan
menjual mangga yang mgﬁﬁﬁ?{!ﬁ belum matang secara borongan
perbatang kepada pemborong. Faktor penyebab masyarakat melakukan
jual beli ini ialah faktor kebutuhan dan ekonomi, kurangnya
pengetahuan mengenai hukum jual beli yang dibenarkan Islam, dari sisi
pembeli faktornya yaitu keuntungan yang diinginkan pembeli dan jual
beli ini dianggap sebagai tolong menolong. Adapun keuntungan bagi
pemilik pohon yaitu untuk memenuhi kebutuhan uang yang terdesak
dan ingin terhindar dari resiko buah sedangkan kerugiannya ialah

pemilik tidak bisa mencicipi buah mangga selama satu musim.

Keuntungan dari segi pembeli yaitu ia bisa mendapatkan untung yang
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dua kali lipat lebih besar. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah

sistem jual beli ini adalah tidak ada.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang membahas
kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli buah alpokat yang ditinjau
dari indikator perilaku hukum ini. Penelitian ini meninjau bagaimana
kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli buah alpokat yang masih
berputik dengan cara borongan ditinjau dari indikator kesadaran hukum
yaitu dari segi perilaku hukum. Selain itu, penulis juga mencari faktor apa
saja yang menyebabkan jual beli ini masih dilakukan karena jual beli ini
sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan apa upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan perilaku hukum pemilik buah alpokat yang

i
-

melakukan jual beli baborong ini. &=,

Sadar secara | rjil o eral @erasa dan mengerti. Sadar
ntang hukum dalam arti
kesadaran hukum) b€rarti me i mengerti tentang tindakan
hukum yang dilaklN JIMLADA: ngglrta dapat membedakan
baik dan buruk. Dengan c&%“gsadaran hukum berarti merasa
dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum (Syarifuddin,
2002:248). Kesadaran adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati
nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntuntan
yang terdapat di dalamnya (Saebani, 2007:197).

Menurut Suharso dan Retnoningsih kesadaran hukum adalah
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang
hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-
nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap
kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan

(Suharso dan Anna, 2005).
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Menurut Sudikno Mertokusumo berarti kesadaran tentang apa yang
seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak Kkita
lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran
akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain”. Sedangkan
menurut Soejono Soekanto, kesadaran hukum adalah suatu percobaan
metode yuridis empiris untuk mengatur kepatuhan hukum dalam mentaati
aturan.

Tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat bisa dipengaruhi oleh 4
indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan
perilaku hukum (Soekanto, 1981:229). Kesadaran hukum suatu masyarakat
dapat dikatakan rendah apabila ia hanya mengetahui hukumnya saja tanpa
berperilaku sesuai dengan hukum A;pablla ia mengetahui hukumnya dan

berperilaku sesuai dengan huku s‘ebut maka kesadaran hukumnya

tinggi.

Perilaku hukum perilaku sesuai dengan

hukum yang berlaku. hal yang utama dalam

kesadaran hukum dimana A be SEUSF suai dengan hukum yang

tidak dalam masyarakau&Nellm% %NJ 0 L
Setiap perilaku sesuai dgé%mgnerupakan salah satu ciri akan

adanya kepatuhan hukum yang tinggi. Perilaku hukum adalah sesuatu yang
sangat diinginkan oleh hukum itu sendiri. Agar terwujudnya perilaku yang
sesuai dengan hukum, menurut Friedmen terdapat motif atau gagasan. Oleh
Friedmen motif atau gagasan itu dibagi dalam empat kategori kepentingan
sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan
kepatuhan (Amiruddin dan Asikin, 2010:139). Seseorang berperilaku
tertentu oleh karena pertimbangan untung rugi artinya jika ia patuh pada
hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada ia melanggar hukum.
Adakalanya seseorang mematuhi hukum supaya hubungan baik dengan

sesamanya atau penguasa tetap terpelihara. Mungkin seorang patuh pada
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hukum oleh karena ia menganggap hukum itu sesuai dengan hati nuraninya.
Adakalanya seseorang patuh pada hukum oleh karena ada tekanan-tekanan
tertentu (Soekanto, 1985:19).

Ada empat faktor seseorang berperilaku tertentu yaitu
memperhitungkan untung rugi, menjaga hubungan baik dengan
sesamanya atau penguasa, sesuai dengan hati nuraninya, dan adanya
tekanan-tekanan tertentu (Amiruddin dan Asikin, 2010:141).

7.2. Pengertian Jual Beli dan Jual beli yang dilarang

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap
benda dengan akad saling mengganti. Secara terminologi, jual beli
menurut Sayyid Sabiq yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar
saling merelakan atau memlndah\k"an milik dengan ganti yang dapat

dibenarkan (Azzam, 2014}67)- ]‘ual beli ada tiga yaitu kedua belah

pihak yang beraka
(ijab dan kabul) (Az

Jual beli
(Ghazaly, Thsan dan S

a’qud alaih) dan sighat

Sunnah, [jma’ dan umat
lehannya terdapat dalam

Q.S an-Nisa’ ayat 29 ya
. ... .. UIN.IMAM BONJOL .

}5/ E >0

\jL.E_": Y) vg.‘.au,o‘ju&oj_ﬁ-\)jg.:g
29 s 3 O d

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.
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Jumhur ulama membagi jual beli kepada jual beli shahih dan jual beli
ghairu shahih.

a. Jual beli shahih yaitu jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-
sifatnya, terpenuhi rukun dan syaratnya, tidak terkait dengan milik orang
lain dan tidak ada khiyar di dalamnya.

b. Jual beli ghairu shahih, terbagi menjadi dua yaitu jual beli batal dan jual
beli fasid.

Pertama, jual beli yang batal yaitu apabila salah satu atau seluruh
rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak
disyariatkan. Jual beli ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama figh sepakat bahwa jual beli

ini tidak sah. y 9

b. Menjual barang yang tida%_(cb:&é gh.lkh':gnxkepada pembeli.
c. Jual beli yang mengim d |
d. Jual beli benda najis
Kedua, Jual beli fa alpb dbila kerusakan pada jual
beli menyangkut harga b3 L bole ge@ilKi (Haroen, 2007:121-125).
Jual beli fasid adalah jual Beli i tidak bertentangan dengan
syara’ namun terdapatUMsMMtﬁQlMlmlangl keabsahannya.
Ulama Hanafiyah membag‘%!;? &lNigi segi sah atau tidaknya menjadi
beberapa bentuk, yaitu:
a. Jual beli al-majhul yaitu jual beli yang benda atau barangnya secara global
tidak diketahui dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh.
b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat.
c. Jual beli mukhadharah
Mukhadharah berasal dari kata khudrah yang berarti hijau.
Maksudnya adalah menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum masak
(Al Asgalani,2005:368). Jual beli Jual beli mukhadharah yaitu menjual
buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Contoh jual beli

mukhadarah adalah menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang
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masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih bersifat
samar atau tidak jelas dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup
angin kencang atau layu sebelum diambil pembelinya (Ghazaly, IThsan dan

Shidig, 2010:84).

. Metode Penelitian
8.1. Jenis Penelitian
Skripsi ini diselesaikan dengan menggunakan penelitian lapangan
yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung
dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara
maupun observasi. Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan

mencari dan mempelajari__.;‘@_@ihbuku yang berhubungan dengan

-

penelitian untuk dijadi_lgajiréf ‘ébszgai_landasan teori dan berfikir.

8.2. Informan (Nars m“b_er)

informan dalam perftelitian adalah pemilik pohon alpokat yang
melakukan jual WIN MM EQNJQ‘-Lah 40 orang. Penulis
mengambil sampel untukppﬁgémgadalah sebanyak 8 orang.

8.2.1. Teknik pemilihan informan
Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan
purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri
atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya
(Amiruddin dan Asikin, 2010). Teknik pemilihan informan pada
penelitian ini adalah dengan menunjuk beberapa subjek yang
memang mengetahui secara menyeluruh tentang jual beli yang

dilakukan.
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8.3. Teknik Pengumpulan Data
8.3.1. Observasi
Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula
dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Panca
indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk
menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan
selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi, 2004:70). Pada penelitian
ini observasi dilakukan pada pelaksanaan transaksi jual beli baborong
di Jorong Bukik Nilam Kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
8.3.2. Wawancara
Wawancara merupakanqnt@hlewer dapat bertatap muka lansung

dengan responden untusk mé

angenhal pribadi responden, fakta-

fakta yang adajgdan pat aupun persepsi dari

penelitian ini yan§ g pilik pohon alpokat yang
menjual buah alpoKk 1 hn pembeli buah alpokat di

Jorong Bukik Nilam.

8.4. Analisis Data UIN IMAM BONJOL
Analisis data yang dgﬁ:!pﬁmiganalisis kualitatif yaitu proses

mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, observasi lapangan, dan bahan lainnya dengan
mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

sintesis, menyusun ke dalam pola dan menarik kesimpulan.



